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. Umum

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan,
keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan luasan yang
cukup dan dijaga agar daya dukungnya tetap lestari. Pembangunan
Kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang
tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan.

Dalam rangka penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di
luar kegiatan kehutanan pada wilayah-wilayah yang kawasan hutannya
sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas
daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang
proporsional, sulit untuk mencari lahan kompensasi.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-
wilayah yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga
puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi
dengan sebaran yang proporsional, perlu mengubah kewajiban bagi
pemohon dari penyediaan lahan kompensasi menjadi kewajiban penanaman
dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Pembangunan infrastruktur antara lain berupa waduk dan bendungan

pada kawasan hutan dapat mendukung dan memperkuat fungsi hutan
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sebagai pengatur tata air sehingga pembangunannya yang sebelumnya
diproses dengan tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan melalui
izin pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan permohonan penggunaan
kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada
kawasan hutan perlu mengubah prosedur pemberian izin pinjam pakai
kawasan hutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kegiatan yang mempunyai tujuan
strategis” adalah kegiatan yang diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara,
pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Ayat (2)
Pemohon dalam mengusulkan kegiatan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan.
Huruf a
Kegiatan religi misalnya tempat ibadah, tempat
pemakaman, dan wisata rohani.
Huruf b
Kegiatan pertambangan yaitu pertambangan minyak
dan gas bumi, mineral, dan batubara.
Huruf c

Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Kegiatan pertahanan dan keamanan misalnya pusat
latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai.
Huruf k
Prasarana penunjang keselamatan umum misalnya
keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, dan
sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Lokasi lahan kompensasi ditetapkan sesuai dengan atau
diintegrasikan dalam proses perubahan rencana tata ruang

wilayah.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan kegiatan “survei dan eksplorasi”
antara lain kegiatan pertambangan dan arkeologi.
Angka 3
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “contoh ruah” adalah suatu kegiatan
eksplorasi tambang untuk mengambil contoh mineral dan
batubara.
Ayat (4)
Dalam peraturan Menteri paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:
a. ratio lahan kompensasi;
b. jenis pohon yang ditanam; dan

c. penetapan lokasi yang akan direhabilitasi.

Angka 3
Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 11
Dihapus.

Angka 6
Pasal 12
Dihapus.

Angka 7
Pasal 13
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Dihapus.

Angka 8
Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan antara lain badan
usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.
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Pasal Il

Cukup jelas.
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